PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JI. Engku Putri No. 1
Telepon : (0778) 462164, Faksimile : (0778) 461349
Email : kominfo@batam.go.id, Website : https://kominfo.batam.go.id
BATAM

Kode Pos : 29464

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA BATAM -
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR | TAHUN 2017 TENTANG
KLASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG . a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
pengguna informasi publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
¢. bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Penetapan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor | Tahun 2017,
dasar hukum atas dikecualikannya informasi tertentu perlu dilakukan
pengubahan.
d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf ¢ maka perlu ditetapkan Penetapan Pengubahan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. |

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);




MEMPERHATIKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

=

Peraturan komisi informasi Nomor | Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 temtang Standar
Layanan Informasi Publik (Penjelasan atas Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 741 Tahun 2021) tambahan Berita Negara Republik
[ndonesia Nomor 37

Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pclayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita

Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 941).

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor | Tahun 2017

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2022
MEMUTUSKAN

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR |

TAHUN 2017 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG

DIKECUALIKAN

Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan

Informasi yang Dikecualikan

Lembar Pengujian Konsckucensi atas pengubahan klasifikasi informasi

yang dikecualikan Nomor | Tahun 2017 yang tercantum dalam

lampiran | merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di Batam,
Pada tanggal  Januari 2023

RS KOMUNIKASI
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PENETAPAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

BATAS WAKTU KONSEKUENSI KONSEKUENSI
NO | KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM AKIBAT JIKA MANFAAT JIKA | OPD
PENGEI(:UALIA INFO DIBUKA INFO DITUTUP
1 |Biodata Elektronik ASN [OU No. 14 Tahun 2008 tentang| Tidak Terbatas Mengungkap Data Melindungi Data {Seluruh oPD
b KIP Pasal 17 huruf h Pribadi yang bersifatlPribadi ASNyang
(Database) rahasia bersifat rahasia
5 |Dokumen/Berkas/ArsipASN[UU No. 14 Tahun 2008 tentang| Tidak Terbatas Mengungkap Data [Melindungi Data [Seluruh QOPD
KIP Pasal 17huruf h UU No. Pribadi ASNyang |Pribadi ASNyang
5 Tahun 2014 Tentang Pokok bersifat rahasia bersifat rahasia
PokokKepegawaian
3 |Dafiar Nilai SKP ASN [UU No. 5 Tahun 2014 Tentang) 2 Tahun MengungkapPribData Melindungi Data [Seluruh oPD
Pokok PokokKepegawaian adi  ASN yang [Pribadi ASN
i i bersifat rahasia "8
PP No. 30 Tahun 2019 Tentang bersifat rahasia ersifat rahasia
Penilaian Prestasi Kerja
ASN
4 |Daftar Kekayaan, Keuangan[UU  No. 14 Tahun 2008| Tidak Terbatas rMcngungkap Data [Melindungi Data [Seluruh oPD
Aset danjtentang KIP Pasal 17 huruf h Pribadi ASNyang [Pribadi ASNyang
Pendapatan/rekening  Ban bersifat rahasia ersifat rahasia
ASN
5 [[dentitas ASN yang [UU No. 14 Tahun 2008| Tidak Terbatas |[Mengungkap  Data elindungi Data [Seluruh oPrD
melanggar  disiplin danltentang KIP Pasal 17 huruf h Pribadi ASNyang (Pribadi ASNyang
dijatuhi hukuman bersifat rahasia ersifat rahasia




6 [Identitas ASN yapg [UU No. 14 ‘Tahun 2008] Tidak Terbatas [Mcngungkap Data [Melindungi Data [Seluruh  OPD
engajukan izin perceraian/tentang KIP Pasal 17 Ilnuruf h Pribadi ASNyang |Pribadi ASNvyang
r;rkawinan bersifat rahasia bersifat rahasia
7 |Data Usulan pengangkatan|UU No. 14  Tahun 2008} Sampaidengan [Merugikan proses ‘Flenjaga iklim KondusifjBadan
ASN dalamjabatan strukturallientang KIP Pasal 17 huruf h Pelantikan penyusunan  kebijakanidi lingkungan kerja ‘Eepegawaian dan|
atau menghamba engembangan
kesuksesan  kebijakan Sumber Dayal
karena adanya [Manusia
pengungkapan  secara
prematar
8 |[Data rekam medis pasienflUU No. 14 Tahun 2008 tentang] Tidak Terbatas [Mengungkap Data Melindungi Data PribadjSeluruh OPD
(ASN) dan atan Riwayat{KIP Pasal 17 huruf h Pribadi ASN yang IASN  yang bersifat]
kondisi dan perawatan, bersifat rahasia rahasia
ipengobatan keschatan fisik
dan psikis seseorang ASN
9 |Arsip dinamis yang mcnuru1UU No. 14 Tahun2008 tentang Terbatas Merugikan  proses  [Melindungi kerahasiaan|Seluruh OPD
[sifamya rahasia KIP Pasal 17 huruf h penyusunan kebijakanidokumen
atau menghambat]
kesuksesan kebijakan
Karena adanya|
engungkapan  secara
rematur
10 |HPS (Harga Perkiraan [UU No. 14 Tahun 2008 tentang} Selama Proses [Merugikan proses [Efisiensi Anggaran | Seluruh OPD
Sendiri) KIP Pasal 17hurufi dan Pengadaan  |penyusunan kebijakaniKarena diperoleh
[huruf j Keppres No. 80 Tahun| barang/jasa Karena adanyajpenawaran  yang wajar
2003 beserta perubahannya Perpres pengungkapan  secara
54 tahun 2010 system (informasi
apabila menimbulkan
penilalan tidak objektif)




11 {Dokumen Penawaran 1. UU No. 14 Tahun 2008 Selama Proses [Muncul persaingan|Dapat menjaga Seluruh orD
Kontrak Pengadaan  |usaha yang tidak objektifitas penilaian
tentang KIP Pasal 17 barang/jasa.  |schat
huruf i dan huruf j
2, Keppres No. 80 Tahun 2003 Tidak terbatas
Bescrta perubahannya
12 |Lokasi Server UU No. 11 Tahun 2008 Tidak Terbatas [Tindak PengerusakanMclindungi/ inas Kominfo
ian dat k kal
tentang InformasidanITE| pencurian data Ix;::;g;x:aan an perang
Transaksi Elektronik/
(Pasal 30-37)
13 |Internet Protokol/IP Address[UU No. 11 Tahun 2008 Tidak Terbatas [Penerobosan/ Menjaga/ Dinas Kominfo
Privat
e lentang Informasi  danITE [penyalahgunaan  Hakmelindungiakses Hak
Transaksi Elcktronik/ Akses
(Pasal 30)
14 [Bandwith Management [UU No. 11 Tahun 2008 Tidak Terbatas (Penyalahgunaan Menjaga/ [Dinas Kominfo
tentang Informasi danITE Kapasitas bandwithimelindungiakses Hak
Transaksi Elektronik/ diluar ketentnan
(Pasal 30)
15 |Kode akses Elektronik dan/UU No. 11 Tahun 2008 Tidak Terbatas |[Penyalahgunaan [Menjaga keamanan Seluruh OPD
/ rd
(SGly passwo tentang Informasi danITE oleh pihak lain liaringan
Transaksi Elektronik/

(Pasal 1 angka 16)




16 {SistemKeamanan [UU No. 14 Tahun 2008 Tidak Terbatas {Penyalahgunaan [Menjaga keamanan Seluruh OPD

Elektronik pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun oleh pihak lain database
2008tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik/ITE
17 |Sistem Management [UU No. 14 Tahun 2008 Tidak Terbatas [Penyalahgunaan Menajaga keamanan Selurnh OPD
Datab
atabase asal 17 huruf'j oleh pihak Tain database
ISJU No. 11 Tahun 2008tentang
Informasi dan
Transaksi Elcktronik/
ITE
18 |[Hasil : Pemeriksaan, No. 14 Tahun2008 Tidak Terbatas | 1.Menghambat embantu Badan [Inspektorat
Pemeriksaan kasus, Kecbijakan Karcnalsystem dalam
pemeriksaan khusus, Revie 1asalf6l l;)urufc ayat 6&3?;‘?;117 adanya pengungkapanmenentukan dan
laporan keuangan, wrut |, Peraturan lsccara syste encapai

0.PER/04/M.PAN/03/2008
tentang Kode Etik
Pengawasan dan No.

Melanggar PP tentangikeberhasilan
batasan distribusi LHPjpelaksanaan
Melanggar  peraturanfkebijakan

Evaluasi/Pemantauan
Naskah hasil
pemeriksaan NIP, Kerta

Kerja Audit (KKA) Kerta IS’ERfd‘;S/r-Ef‘“:" 03/2007 tentang MENPAN tentang
Kerja Pemeriksaan (KKP) tandar Au it Pengawasan Intern batasan distribusi LHE
Pemerintah bab/no.4500 Akan terjadi
Peraturan Menteri Dalam Negeri| ch salahpahaman
[No.28 Tahun 2007 tentang henerima informasil
NormaPengawasan dan dengan sumber
KodeEtik Pejabat pengawas| informasi apabila)
pemerintah, Lampiran I bab ermuan- temuan
Norma pelaporan hurufy terscbut belum
ja.Permendagri 51 tahun| ies ‘o
tindaklanjut
2010  tentang  Pedoman ditindaklanjut
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemda




19 {Identitas saksi saksi pelapor, No.14 Tahun 2008 tentang| Tidak Terbatas [Mengungkapkan Melindungi dan inas
korban, keluarga dan/atanfKIP UU No 31 tahun 2014 Pasal jkerahasiaan korbanjmengamankankorban emberdayaan
pihak yangterkait dan 5 ayat 1 poin a dan i Uu no 36 pelapor terhadap Perempuan,
kondisi kesahatanitahun 2009 pasal 57 ayat 1 pelaku tindakkekerasan Perlindungan
korban/pasien/klien  tindak ak,
kekerasan  dalam  rumab engendalian
tangga yangmelapor Penduduk dan KB
20 |Data Indentitas KeluargaUU No. 14 Tahun 2008 pasall Tidak Terbatas Mengungkapkan  datajMelindungt Identi inas
Hasil pendataan kcluargij_'; huruf j,UU Ne. 11 Tahun 2008 keluarga danlkcluarga vyang dapatiPemberdayaan
dalam bentuk basis dataitentang Informasi dan Transaksi masalahnya yangldipergunakan oleh pihakiPerempuan,
keluarga Indonesia Elektronik/ITE bersifat pribadi [lain crlindungan
ak,
cngendalian
enduduk dan K_B‘
71 |Hasil cvaluasi schubungan|lUU No. 14 Tahun2008 tentang| Tidak Terbatas Menilai Opini  |Akan memberikan Badan
dengan kapabilitas |[KIP Kode ctik Psikologi tentang orang lain ikeleluasaan untuk Kepegawaian dan
intelektualitas dan mengevalnasi yang akanlPengembangan
lrekomendasi seseorang ASN| dijadikan bahan{Sumber Daya]
(Hasil test, Assesment, pertimbangan untukiManusia

Psikotest)

peningkatan kapabili
scseorang




27 [Catatan yang menyangku{UU No.14Tahun2008 tenfang KIP| Tidak Terbatas {Karena berpotensiMelindungi hak pribadi [Badan
pribadi  sescorang  yangjPasal 17 ayat lhuruf h membuka informasi epegawaian dan
berkaitan dengan satnan pribadi engembangan
pendidikan formal Sumber Dayal
dannonformal ASN(Hasil anusia
diklat)

23 [Arsip Digital data Pribadi No. 11 Tahun 2008| Tidak Terbatas |Karena berpotensiMelindungi hak pribadiiDinas Penanaman
Permohonan Izin meliputi :ftentang Informasi dan Transaksi membuka informasi odal dan PTSP|
KTP permohonan izinlElektronik/ITE pasal 26 dan pasal ‘pribadi ecamatan s
(namanya  dibuka); PBB32 UU No. 14 tahun 2008 tentang ota Batam|
tahun  terakhir; NPWPKIP Pasal 17 ayatl huruf h elurahan 5¢]
pribadi; Surat bukti| otaBatam
pemilikan  tanah; AktaJ
notaris.

24 [Arsip DigitalData

UU No. 11 Tahun 2008| Tidak Terbatas |Karena berpotensiiMclindungi/mengamank {Dinas Pcnanaman
Perusahaan permohonan izinjtentang Informasi dan Transaksi membuka informasijan data pribadi odal dan PTSP
meliputi : KTP pimpinaniElektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal pribadi bersifat  rahasia dan Kecamatan se
dircktur/pemilik (namanya32 UU No. 14 Tahun 2008 tentan persaingan  usaha yanglKota Batam
dibuka) Nomor Pokok|KIP pasal 17 ayatl huruf h tidak sehatatau penipuan|Kelurahan s¢]

Wajib Pajak dan PKP otaBatam
pengusaha kena pajak. Ak
pendirian perusahaa
(Nomornya dibuka) Ij
dan KTP penanggung jawab
bidang Teknik Sura
pengesahan kehakiman;
pendaftaran pengadilan|
ncgeri (Nomornya dan nama)
dibuka) Gambar lokasi tepat
nsaha/ Gudang Gambay
|situasi/system rencana

konstrukst Gambar/ denah
tempat  usaha  Sertifikat
tanalh, akte jual beli, sewal
tanah pernyataan pemilik

[




25 |Arsip Digital Data Pribadi  [UU No. 11 Tahun 2008 tentang Tidak Terbatas [Karena berpotensiMelindungi/mengamank |Dinas Penanaman
Permohonan Izin meliputi  [Informasi dan Transaksi membuka informasian data pribadi yangModal dan PTSP
.Gambar alokasi Gambar  [Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal pribadi bersifatrahasia dari[Kecamatan se
rencana Gambar denah 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentang persaingan usaha yangKotaBatam
Gambar Instalasilistrik, air !KIP pasal 17 ayat 1 huruf b tidak schatatan penipnan [Kclurahan se
minum, air kotor, dsb KotaBatam
Gambar konstruksi Rencana
AnggaranBiaya (RAB)

Uraian rencanaproyek yang
akan di bangun Peta Lokasi
Peta penggunaandetail
tanah Peta tata ruang lokasi
Peta site plan/ blok
plan Rencana tahapan
pembangunan Photo lokasi
Izin lain yang
dipersyaratkan Surat
rckomendasi

26 |Database perizinan meliputi |[UU No. 11 Tahun 2008 tentan Tidak Terbatas |Membuka  informasiiMelindungi/mengamank [Dinas Penanaman
:Nama dan alamatpimpinan |Informasi dan Transaksi pribadi an data pribadi yangModal dan PTSP
Jumlah yang akan Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal bersifatrahasia ecamatan se
dibayarkan 32 UU No. 14 Tahun 2008 tentan ota Batam

KIP pasal 17 huruf | dan pasal 16 elurahan se|

huruf b

otaBatam




[zin _ mendirikan bangunan/UU No. 11 Tahun 2008 tentan Tidak Terbatas |Membuka  informasiMelindungi/mengamank [Dinas Penanaman

[zin lokasi, 10.Penggalianiinformasi dan Transaksi pribadi an  data pribadi yangModal dan PTSP

ang milik jalan, Elektronik/ITE Pasal 26 dan Pasal bersifatrahasia ecamatan sel
11.Pembuatan jalan masuk{32 UU No. 14 Tahun 2008tentan ota Batam|
pekarangan, KIP pasal 17 huruf | Kelurahan se
12, Penutupan/penggunaan dan pasal 16 hurufb otaBatam

trotoar, berm,  saluran,
Pematangan lahanatau tanah,
Pembuatan jalan  masuk]

di komplek]
erumahan, pertokoan dan
sejenisnyaPemanfaatan  titik
tiang  pancang reklame,
Reklame,17.Penyelenggaraan

angkutan trayck,
18.Pengelolaan tempat
lparkir,19.Usaha  angkutan,
20.Jasa titipan,
21.Pembuangan air

buangan ke sumber air,
Pengelolaan airbawah tanah,
Pengambilan air permukaan,

Perubahan alur,
bentuk, dimensi dan
{kemiringan dasar sungai/
saluran, Pembangunan|
(intasan yangberada di
bawah/ di atasnya,
Pemanfaatan bangunan
pengairandan lahan pada
daerah sampadan

sungai,Pemanfaatan lahan

ata air dan lahan|
pengairan lainnya pengairan
lainnya




58 |Rencana Pembelian Tanah [UU 14/2008 Pasal 17 hurufe Sampai selesainya [Menghambat [Mencegah spekulan Selurch OPD
dan Properti angka 4 proses pembebasan|kesnksesan tanah
tanah kebijakanKarena
adanya pengungkapan
secara prematur
59 |Biodata TKA (Tenaga Kerja |1. UU. No.13 Tahun 2003 Tidak Terbatas [Mengungkap data Melindungi data/ ’Dinas Tenaga
Asi ket haan [Ker]
sing) b. UU. No. 11 Tahun 2020 ribadiTKA  yang d:f;:ﬁ:g:’;;“n;a aan hela
bersifat pribadi
3. UU. No. 34 Tahun 2021 dirahasiakan
4 Permenakertrans  RI No.
17 Tahun 2013
30 |Berita Acara Pemeriksaan  |UU NO.8 Tahun 1981 tentang KUHP| Tidak Terbatas [Mengungkap data elindungi data Seluruh OPD
[Pasal 1 angka2 erusahaan yang perusahaan yang
bersifat rahasia bersifat rahasia
Penyalabhgunaan  data[Terhindarnya Dinas

31

Data Perseorangan dan
dokumen kependudukan

asal 79 ayat 1, pasal 95A UU
0.24 Tahun 2013 tcntang
crubahan Atas UU No.23 Tahun|
2006 tentang Administragi
Kependudukan Pasal 83 ayat 2 UU
No. 23 tahun 2006 tentang

59 sd 64 Permendagri No 25 tahun
2011 tentang pedomanpengkaijian,

engembangan dan pengelolaan
system informasi  administrasi
kependudukan

Administrasi kependudukan Pasall

Sampai dengan
terbitnya izindari
Walikota

kependudukan
Mengungkap

semestinya
kerahasiaannya

dat

ribadi penduduk yan

terjag

enyalahgunaan dat

kependudukan  Terjagadan catatan Sipil)

ependudukan

crahasiaan dataperibadi[Kecamatan

penduduk

se

Kota Batam

elurahan s¢]
otaBatam




32 [User/ Password SIPKD |[UU No. 11 Tahun 2008] Tidak Terbatas |Penyalahgunaan oleh [Menjaga keamanan dan |Badan
Keuangan, TEPRA, tentang Informasi dan| pihak yang tidak privasi computer engelolaan
SIMDA. Barang Milik Transaksi Elektronik/ ITE bertanggungjawab euangan dan
Daerah (BMD), KTP, E- AsetDaerah Dinas
KTP, Aplikasi BOS, PPDB, dan [Kependudukan
SIRUP dan Catatan Sipil}
Dinas  Kominfo
APELITBANG
Dinas Pendidikan
33 |SP)/ alat bukti UU No. 17 Tahun2003 tentang| Tidak Terbatas |Dikhawatirkan adanya Menjaga informasi |{Seluruh OPD
Pertanggungjawaban Keuangan Negara UU No. 19 pemanfaatan/penyalahglmengenai SPJ/ Alat
Keuangan akan tetapi Tahun 2012 tentang APBN TA naan informasi oleh  [buktipertanggungjawaba
yvang dapat dibuka adalah 2014 PP No. 70 Tahun 2012 ihak tidakbertanggung|n keuangan pada DPPA
laporan hasil pcmerisakaan |tentang Standar Biaya jawab dan  akan pada kecamatan
BPK yangdiscrahkan ke Tahun 2013 menimbulkan
legislatif ketidakpastian Hukum
34 |Data Pemohon KTP dan No. 14 Tahun2008 | Tidak Terbatas [Mengungkap data Melindungi data Dinas
KK tentang KIP Pasal 17 huruf pribadi pribadi masyarakat ependudukan
permendagti no 61 tahun an catatan Sipil
2015 ecamatan se
otaBatam
elurahan se
otaBatam




35 |Data Individu Client HIV No. 36 Tahun 2000tentang, Tak Terbatas [Mengungkap Data!Melindungi data [Dinas Kesehatax;[
Kesakitan Pasal.57 PMK No. 36 Pribadi Klien dapatpribadi masyarakat RSUD Embun
ahun 2012 tentang Rahasia terjadi  Stigma  dan Fatimah
Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 JDislcrimina\si
Tahun 2014 tentang Keperawatan
pasal 38-39 PMK no. 21 tahun
2013 tentang Penganggulangan
HIV dan AIDS pasal 21
36 [Data Individu Pasicn TB No. 36 Tahun 2000 tentang| Tak Terbatas [Mengungkap DatalMelindungi data iDinas Keschatan
Kesakitan Pasal.57 PMK No. 36 Pribadi  Klien dapatjpribadi masyarakat RSUD Embung
ahun 2012 tentang Rahasia) terjadi  Stigma  dan Fatimah
Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 Diskriminasi
Tahun 2014tentang Keperawatan
pasal 38-39
37 |Data Pribadi Kusta !EU No. 36 Tahun 2009 tentang| Tak Terbatas [Mengungkap DatajMelindungi data Pinas Kesehatan
esakitan Pasal.57 PMK No. 36 Pribadi Klien dapatpribadi masyarakat RSUD Embung
Tahun 2012 tentang Rahasial terjadi  Stigma  dan Fatimah
Kedokteran Pasal 6-14 UU No. 38 [Diskriminasi
Tahun 2014tentang Keperawatan
pasal 38-39




38 [Daftar Nama Siswa, No. 14 Tahun 2008 tentang] Dikecualikan [Mengungkapkan dat Keselamatan siswa dari[Dinas Pendidikan
Biodata, Kondisi EkonomiJKIP Pasal 17 huruf h 2. UU| sampai ada izin lpribadi dengan kegiatanjupaya kriminal dan
ﬂsosial (terlibat dalam prosesiNo. 23 tentang Perlindungan| dari Wali siswa [satuan Pendidikanlpenyalahgunaan lainnyaJ
hukum), Nilai akademik Anak formal dapatdihindari
dannonformal,membuk
ta akses penyalahgunaan
data informasi oleh]
ihak yang
tidak
bertanggung jawab,
dapat membuka akses
[kejahatansosial
39 [Laporan Keuangan yang {UU No. 14 Tahun 2008 | Tidak terbatas, {Merugikan proses enjaga iklim adan
belum diverifikasi oleh |tentang KIP pasal 6 ayat 3 huruf sampai ada  [penyusunan  kebijak kondusif di lingkunganiPengelolaan
Auditor e dan pasal 17 huruf i keputusan yang [alau menghambatisekolahSKPDdan euangan dan
lebih tinggi  |kesuksesan kebijak Pemerintah Kota AsetDaerah Dinas
karena adany FPendidikan
pengungkapan  secar
remature, dapa
menimbulkan
keresahan masyarakat
40 |Hasil :Laporan Sementara |[UU No.14 Tahun 2008 tentang Tidak Terbatas Menghambat embantuBadanPublik [Inspektorat
hasilpemeriksaan SPI KIP pasal 6 ayat 3 huruf e dan cesuksesan  kebijakanidalam mencapai
(Satuan Pengawasan Intern), jpasal 17 huruf i. TPeraturan karena adanyalkeberhasilan
dan Laporan hasil [MENPAN  No. pengungkapan  secarajpelaksanaan kebijakan
|[pemeriksaan Inspektorat PER/04/M.PAN/03/2008 tentang premature, Melangg
Kode Etik Pengawasan dan No PP tenlang batasan
PEWR/05/M.PAN/03/2008 distribusi LHP,
tentang standar auditpengawasan Melanggar  Peraturan
intern Pemerintah, MENPAN teniang
bab/no.4500 batasandistribusi LH




41 [Register SP2D ditutup |I. UU No. 14 Tahun 2008 Tidak Terbatas |Penyalahgunaan oleh Menjaga kerahasiaan Badan
akan tetapi Dapat dibuka tentang KIP pasal 17 pasall7 pihak lain Pengelolaan
kalau yang meminta huruf i. Keuangan dan
informasi kompeten [AsetDaerah
dalam bidangnya
42 [Laporan Keuangan yang [UU No. 14 Tahun 2008 tentang Tidak Terbatas |Penyalahgunaanoleh [Menjaga kerahasiaan Badan
belum diaudit BPK [KIP pasal 17 huruf i. Undang pihak lain Pengelolaan
undang 15 tahun 2004 pasal 19 Keuangan dan
AsetDaerah Dinas
iPendidikan
43 [Rekam Medis Pasien di ermenkes No. 269/ Tidak Terbatas [Kesalahfahaman Menjaga kerahasiaan  [Dinas Kesehatan
Rumah Sakit FAenkes!PerfIIIle)OS BAB IV pasien/keluarga RSUD Embung
Penyimpanan, Pemusnahan dan terhadap tindakan Fatimah
Kerahasiaan (Pasal 8 , Pasal 9, atau  pengobatan
Pasal 10 dan Pasal 11) terhadap pasicn karen
menggunakan Bahas
medis, kesalahfahaman
inisering berujung Pad
cugatan Malpraktek
44 |Data Rekam Medis Pasiendi [UU No, 14 tahun 2007 Tidak Terbatas {Pengungkapan Data  |Menjaga kerahasiaan  [Dinas Kesehatan
Puskesmas tentang KIP Pasal 6 ayat (17) Pribadi/penyakit
huruf h seseorang/ ASN
45 |[Pembayaran Pajak yang  [UU No. 28 tahun 2009 tentang Tidak Terbatas [Menghindari Melindungi data WP Badan
Dilakukan oleh masing jpajak Perda No. 20 Tahun 2012 penyalahgunaaan olehlyang bersifatRahasia Pengelolaan Pajak
masing WP Bab 10 Pasal 83 pihak lain dan Retribusi
[Daerah(BPPRD)
46 Sistem Persandian UJU No. 14 Tahun 2008tentang Tidak Terbatas [Membahayakan Melindungi Kerahasiaan [Dinas Kominfo
KIP pasal 17 huruf ¢ pertahanan danjsystem
langka 6 Kcamanan Negara persandian
47 |Dokumen Kontrak 1. UU No. 14 Tahun 2008 Selama Dalam [Penyalahgunaan Menjaga kerahasiaan  [Seluruh OPD
Proses doknmen oleh pihaklainldokumen
tentang KIP pasal 17




huruf I dan j
2. PP No. 54 tahun 2010 beserta
perubahannya(Akan
Ditambahkan)
48 [Rancangan PeraturaniUU No. 14 tahun 2008 Pasal 17 | Sampai peraturan |Akan memberikanMenjaga Iklim Badan
Daerah tentang Rencana daerah tentang [informasi rencana kotakondusifdi Kota Perencanaan  dan
Detail Tata Ruang Kota rencana detail lalaFrang simpang  siurBatam Penelitian,
Batam ruang Kota Batamjsebab selama proses Pengembangan
disahkan legalisasi peraturan) Pembangunan
daerah, substansi Daerah
peraturandaerah tentang
rencana detail tataruang
berlum bersifat pasti
49 [Berkas-berkas/ datadata [UU No. 14 Tabun 2008 Pasal Sampai dengan [Mempengaruhiproses elindungi data yang [Dinas Cipta
terkait dengan tataruang dan 17 adanya keputusan [perkara masih berproses dalam [Karya danTata
bangunan yang masih dalam pengadilan yang pengadilan sampai Ruang Dinas
prosesperkara di pengadilan sudah final dan tingkat akhir Pendidikan
berkekuatan
hukum tetap pada
tingkat
akhir
50 [Data surat perintah UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak Terbatas |[Dapat disalahgunakan [Dapat melindungidata Seluruh OPD
penyegelan yang masih olchpihak-pihak yang pemerintah
dalam proses tidak bertanggung
jawab




51 Data surat perintahlUU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |[Dapat disalahgunakanDapat melindungidata [Dinas Cipta
pengawasan terhadap oleh pihak-pihak yangpemerintah Karya danTata
pelanggaran tata ruang dan|l7 tidak bertanggung Ruang
bangunan yang masih dalam jawab
proses

52 [Dokumen teknis IMB UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |[Dapat disalahgunakan [Dapat melindungidata [Dinas Cipta

olehpihak-pihak yang pemerintah Karya danTata
17 tidak bertanggung jawab Ruang

53 [Dokumen  pendafaan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |Dapat disalahgunakan [Dapat melindungidata [Dinas Cipta

bangunan olehpihak-pihak yang pemerintah [Karya danTata
17 lidak bertanggung Ruang Dinas
jawab Pendidikan

54 |[Dokumen  rincian UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas [Dapat disalahgunakan |Dapat melindungidata |Seluruh OPD
bangunan terkena proyek olehpihak-pihak yang pemerintah
penghapusan milik’ tidak bertanggung
pemerintah jawab

55 |Dokumen  Pertelaan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbalas |[Dapat disalahgunakan |Dapat melindungidata |Dinas Cipta
Bangunan olehpihak-pihak yang |pemerintah Karya danTata

17 tidak bertanggung jawab Ruang

56 [Dokumen hasil penilaian UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |Dapat disalahgunakan [Dapat melindungidata [Badan
terhadap asset 17 olehpihak-pihak yang ipemerintah Pengelolaan
pemerintah yang akan tidak bertanggung Keuangan dan
dihapuskan jawab AsetDaerah

57 [Dokumen hasil verifikasi [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |[Dapat disalahgunakan [Melindungi data pribadi [Dinas Cipta
SLF (sertifikat laik fungsi) olehpihak-pihak yang Karya dan Tata

17 tidak bertanggung Ruang

jawab




58

Simpanan berjangka dan
Tabungan anggota
K operasi

PP No, 9 Tahun 1995 pasal 15
ayat 1 dan ayat 2

Tidak Terbatas

Melanggar prinsip Tidak ada manfaatnya
kerahasiaan yangpada |jikadibuka
irmyamenciptakan
ondisi persainganyang
tidak schat

[Dinas Koperasi
dan UsahaMikro

59 [Laporan Pertanggungjawaban [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas |[Meclanggar  prinsip (Tidak adamanfaatnya [Dinas Koperasi
Koperasi ) jikadibuka dan Usaha Mikro
17 Kerahasiaan yangpada
akhirnyamenciptakan
ondisi persaingan yang
tidak schat
60 |Daftar pinjaman anggota [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak Terbatas Mcelanggar prinsipTidak ada manfaatnya [Dinas Koperasi
koperasi 17 kerahasiaan  yang jikadibuka dan UsahaMikro
pada akhimya
menciptakan  kondisi
persaingan yang tidak]
schat
61 |Data Industri UL No. 3 tahun 2014 tentang Selama UU No. 03 [Dikenai sanksiTidak ada manfaatnya [Dinas
nerindustrian pasal 64 ayatl, 65 tahun 2014  |administratif scsuaijikadibuka Perdagangan dan
layat 1, pasal 69, pasal 70 ayat 2 berlaku pasal 70 ayat 2, Perindustriann

dan penjelasanpasal 69

menciderai
perlindungan hak

ckayaan intelektualdan
berdampak persaingan
usaha tidak schat
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Arsip keterangan silsilah
waris

UU. No 14
Tentang KIP Pasal 17 hurufh

Tahun 2008

Tidak terbatas

pemanfaatan /
penyalahgunaan
informasi oleh pihak
tidak bertanggung
jawab

Dikhawatirkan adanya Menjaga

eterangan

enganai
epemilikan individuj
erorangan menyangkut
rivasi kepemilikan|
ribadi perorangan/
eluarga masyarakat

informasiSeluruh OPD

wari%
dat

63 iAlat Bukti Kasus UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Sampai kasus Dapat menghambat Menjaga informasiuntuk |Seluruh OPD
7 sclesa proses pencgakan lkelancaranproses
hukum pencgakanhukum
64 [Dokumen penanganan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Sampal kasus [Dapat menghambat Menjaga informasi Seluruh OPD
perkara ] proses penegakan untuk kelancaran
selesai
hukum proses penegakanhukum
65 |[Opini Hukum UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Sampai kasus |Dapat menghambat  Menjaga informasi Seluruh OPD
17 selesai proses penegakan untuk kelancaranproses
hukum penegakanhukum
66 |Surat/memo/catatan internal [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Sampai kasus [Dapat menghambat enjaga informasiuntuk [Seluruh OPD
mengenai proses 17 sclesai proscs penegakan clancaranproscs
penyelesaian kasus yang hukum penegakan hukum
belum final
67 [Kasus hukumyang masih  [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Sampai kasus [Dapat menghambat Menjaga informasiuntuk Selurub OPD
dalam proses 17 sclesai proses pencgakan kkelancaranproses
hukum penegakan hukum




68

Modul diklat di luar
forum pelatihan

Undang undang No.28tahun 2014

Tidak terbatas

Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak ata
kekayaan intelektualdan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
schat

do

Menjaga kerahasiaan

kumen

Sefuruh OPD

69

Dokumen pendukung
pengadaan barang dan jasa

Perpres 54 tahun 2010

Tidak terbatas

Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektualdan)
perlindungan dari
persaingan  usaha
lidak schat

do

Menjaga kerahasiaan

kumen

Seluruh OPD

70

Dokumen lelang dan kontrak
kerjasamapemerintah dan
swasta

Perpres 54 tahun 2010

Tidak terbatas

kepentingan
erlindungan hak atas
kekayaanintelektual dan|
perlindungan dari
persaingan usaha tidak]
schat

do

Dapat mengganggu  [Mcenjaga kerahasiaan

kumen

Seluruh OPD

71

Proses evaluasipengadaan
barang dan jasa

Perpres No.04 tahun 2013

Sampai proses
selesai

kepentinganperlindung
n hak atas kekayaan|
intelekinal dan|
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat

Dapat mengganggu nlgd

O

enjaga kerahasiaan

kumen

Seluruh OPD




72 novasi hasil Litbang yang  [Undang undang No.28tahun 2014 Tidak terbatas {Dapat mengganggu Menjaga kerahasiaan Seluruh OPD
belum mendapatkan hak epentingan dokumen
paten erlindungan hak atas
ekayaanintelektual dan,
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
schat
73 [Rekomendasi teknisLitbang {UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak terbatas [Dapat mengganggu Menjaga kerahasiaan  |[Seluruh OPD
vang apabila diberikan dapat kepentingan dokumen
menganggu persainganusaha perlindungan hak atas
lkekayaanintelektu::ll dan
perlindungan dari
persaingan usaba tidak
ischat
74 Kepentingan PerlindunganUndang undang No. 28tahun Tidak terbatas |Dapat mengganggu enjaga kerahasiaan [Dinas Ketahanan
IHak atas Kekayaan2014 [kepentingan dokumen Pangandan
Intelektual atas teknologi perlindungan hak atas [Pertanian
pertanian lkekayaanintelektual dan)
perlindungan dari
persaingan usaha tidak|
sehat
75 [Hasil Uji Laboratorium UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak terbatas ﬂ?apat mengganggu  [Menjaga kerahasiaan  [Dinas Ketahanan
tentang keamananpangan epentingan okumen Pangan dan
produk scgar perlindungan hak ata Pertanian
ekayaanintelcktual dan|
perlindungan dari

persaingan usaha tidaki
sehat




76 Dokumen Permohonan HakilUU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17| Tidak terbatas [Dapat mengganggu Menjaga kerahasiaan  [Dinas Ketahanan
Perlindungan Varietas kepentingan dokumen Pangandan
Tanaman {kerahasiaan erlindungan hak atas Pertanian
varietas danselnruh dokumen ckayaan intelektualdan
permohonan PVT) perlindungandari

persaingan usaha tidak|
sehat

77 itik Koordinat Kampung  [UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak terbatas |[Dapat disalahgunakan jmenciptakan iklim Dinas Pertanahan
Tua olehpihak-pihak yang linvestasi yang kondusif

17 tidak bertanggung jawabdan kelancaran  prose
penegakan hukum

78 [Data dan InformasiUU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak terbatas |Dapat menghambat ﬁdenjaga informasi untukiDinas
imenyangkut kegiatan proses penegakan elancaran prosesFingkungan
pengawasan dan kegiatan hukum penegakanhukum Hidup
penegak hukum terhadap
dugaanpencemaran dan

erusakan lingkungan
hidup

79  [Data-data perusahaan dikotaUU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak terbatas |Dapat disalahgunakan [menciptakan iklim Dinas
batam menyangkut olehpihak-pihak yang (investasi yang kondusifil.ingkungan
pengelolaan dan pemantanan tidak bertanggung dan  kelancaran prosc]Hidup
lingkungan  hidup  yang jawab pencgakan hukum
bersifat khusus (ketaatan
pelaporan izin
lingkungan,izin
penyimpanan limbah b3,izin
pengelolaan limbahcair)

%0 [Hasil Analisa laboratorium {UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Tidak terbatas [Dapat disalahgunakanmenciptakan iklim Seluruh OPD
untukkegiatan pengawasan olch pihak-pihak yangfinnvestasi yang kondusi

danpenegakan hukum

tidak bertanggungjawab

i
dan kelancaran prOSesJ

penegakan hukum




g1 |Data dan informasi U No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 | Sampai hasil |[Dapat disalahgunakan |menciptakan iklim Dinas Perikanan
produk perikanan yang laboratorium lolehpihak-pihak yang (investasi yang kondusif
terindikasi terkontaminasi keluar tidak bertanggung dan kelancaran proses
dan/atautercemar  oleh jawab penegakan hukum
zat-zat bahan berbahaya

82 |Hasil penelitian Mutu UU No. 14 Tahun 2008 Pasal Tidak terbatas |[Dapat disalahgunakan menciptakan iklim Dinas Kesehatan
Eksternal (PME)laboratorium 7 olehpihak-pihak yang investasi yang kondusif
Tkesehatan tidak bertanggung dan kelancaran proses

jawab penegakan hukum

83 [Flasil visitasi fasilitas UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tidak terbatas [Dapat disalahgunakan  [Meciptakan iklim [Dinas Kesehatan
pelayanan kesehatan CTKI, oleh pihak-pihak yang investasi yang kondusif
laboratorium, klinik lidak bertanggung jawab dan kelancaran proses

penegakan hukum

34 Dokumen hasil penyclidikan, [UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 PP| Tidak terbatas [Dapat disalahgunakan Menjaga kerahasiaan Seckretariat DPRD
verifikasi dan klarifikasi 16 Tahun 2010 Pasal 61 ayat 4 olch pihak-pihak yang dokumen
pelanggaran tata/tertib kode tidak bertanggung jawab
’ctik anggota dprd oleh badan
kehormatan dprd

85 [Identitas anggota UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 Tidak terbatas |[Mengungkap data Melindungi data/ Dinas
perpustakaan dan pemustaka pribadi yang bersifat eterangan yang Perpustakaan dan

pribadi dirahasiakan K carsipan




86

Kerahasiaan data wajib pajak
(WP)

Undang-Undang Republik|
Indonesia Nomor | Tahun 2022
tentang hubungan keuangan antara
pemerintah daerah, bagian ke tujuh
pasal 103

Terbatas Mengungkap data wajib [Melindungi kerahasiaan
ajak (WP) yang bersifatidata wajib pajak (WP)
hasia

Badan Pendapatam
Daerah

Menyetujui,
*i“ = [N'AS KOMUNIKASI

1} A
AE ORIV
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